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Abstrak
 

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia telah membuat bidang ekonomi terpuruk. Tidak cepatnya pemulihan

keadaan ekonomi membuat lambannya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Walaupun demikian, ada

beberapa jenis usaha yang mampu bertahan dan bahkan berkembang pesat pada masa sulit tersebut yaitu

waralaba. Waralaba merupakan bentuk usaha yang telah lama dikenal di Indonesia dan diakui berdasarkan

asas kebebasan berkontrak serta system terbuka buku III KUHPerdata serta PP No. 16 tahun 1997.

Perjanjian Waralaba antara PT. X dengan PT. Y merupakan perjanjian yang dibuat pada tahun 2002 dengan

menggunakan bahasa Indonesia. Dalam perjanjian tersebut para pihak melakukan pilihan hukum dengan

memberlakukan hukum Republik Indonesia dan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Selain pilihan

hukum tersebut para pihak juga melakukan pilihan forum yaitu melalui. Badan Arbitrase nasional. Hak dan

kewajiban merupakan hak penting dalam kegiatan ekonomi dan terutama dalam suatu Perjanjian. Waralaba

Perjanjian antara PT. X dengan PT. Y telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Hak dan

kewajiban yang di atur dalam perjanjian tersebut memperlihatkan ketidak seimbangan kedudukan para

pihak, dan dalam hal ini pihak penerima . waralab banyak diberatkan/dirugikan, terutama Karena besarnya

imbalan Waralaba, biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh Penerima Waralaba kepada Pemberi wairalaba.

Selain itu Pihak Pemberi Waralaba juga dapat melakukan pemutusan/pengakhiran  perjanjian, yang

dilakukan dengan segera karena adanya klausula dalam Perjanjian bahwa para pihak mengenyampingkan

pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPerdata. Hak dan Kewajiban yang diatur dalam perjanjian pada umumnya

menyesuaikan dengan ketentuan Pihak Pertama No. 16 tahun  1997. Dengan berlakunya PP No. 16 tahun

1997 tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terutama bagi pihak penerima Waralaba.
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